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TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PADA JENIS PEI"AYANAN DIKLAT

BAI-AI BESAR PEI.ATII]AN PETERNAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAIIA ESA

KEPAIA BALAI BESAR PEI.ATIHAN PETERNAKAN KUPANG,

Menimbang

Mengingat

:4.

: 1.

2.

.5_

6.

+.

t.

bahwa dalam rangka melal<sanal<an Pasal 20 Ayat (1) dall
Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, setiap
penyelenggara peLayanan publik wajib menyusun dan
menetapkan standar pel,ayaran sebagai tolok ukur dalam
p€nyelenggaraan pelayanan putllik,
balwa sehubungai dengan hat tersebut diatas perlu
ditetapkan Penetapan Standar Pelayanan Publik Pada Jenis
Pelayanan Diklat di Balai Besar Pel,atihan Petemakan
KupanS.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Ioformasi Publik (Iambaran Negara ?ahun
2008 Nomor 61, Tambaian lfmbamn Negar:a Nomor 4846);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahar Irmbaran Negara Nomor 3058);
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Talun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahwr 2008(
Ifmbaran Negara Republik Indonesia Tahuo 2010 Nomor
es);
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jeflis
dan Tarif Atas PNBP Yang Bedaku Pada Kementerian
Pefianian (Lembaran Negara Republi} Indonesia Tahun
2016 Nomor 171, Tambahan Iambaran Negara Noor 5918);
Peratu-ran Presiden Nomor 24 Tahl]rr 2010 tentang
Kedudukan, Tugas dan Fungsi K€ment€rian Negara serta
Susunarr Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara yang telah beberapa kali diubah
teralhir dengan Peratu.an Presiden Nomor 92 TahuII 20 1 1 ;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negam Nomor
KEP/21/M.PAN /2/2OO4 tentang Pedoman Umum
Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat U4it Pelayanan
Instansi Pemerintai;
Peraturan Menteri Pertarian Nomor 43/Permentan/
OT.OIO/a/2O15 tentafrg Organisasi dan Tata Kerla
Kementerian Pertanian;

6.



a. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 4/Permentan/ OT.140/
11201,2 tf,l]t \E Petunjuk Peldoman Pendidikan dan
Pelatihan Pertanian Aparatur dan Non Aparatur;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tel]tal]g
Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan
Standar Pelayanan;

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
78/Permentan/OT.14Ol12l2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penetepan Standar Pelayanan Publik
Kementerian Peftanian;

Menteri Nomor

9.

11. Peraturan

Menetapkan
KESATI]

KEDUA

KFJTIGA

KEEMPAT

102/Perment6n/OT.14O I lO / 20 13 tentang Orgarisasi dan
Tata Keda Balai Besar Pelatihan PeterrLal<an Kupang.

12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 426/Kpts/
KP.23O/M/6 l20l9 tentang Pemberhentian, Pemindahan
daIr Pengargkatan daLam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
di Lingkungan Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Standar Pelayanan Publik pada Balai Besar Pelatihan
Peternakan Kupang sebagaimana tercantum dalam Lampiran
baSian tidak lerpisaikan dari Kepulusan ini.

Standar Pel,ayanan Publik pada BaLai Besar Pelatihan
Peternakan Kupang meliputi ruang lingkup peLayanan:
a. Pelayanan Diklat;
b. Jasa Penggunaan Sarana dan Prasaiana; dan
c. Kerjasama Diklat.
d. Pelayanan Infofinasi Publik
Standar Pelayanan Publik pada Balai Besar Pelatihan
PeteIllakan Kupang sepeiti terlailpi. dala.m lamptan keputusan
ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pela.ksana dan
sebagai acuan dalam penilaian kineda pelayanan oleh
pimpinan, apaiat pengav/asan, dan masyaralat dalam
penyelenggaraan pelayansn publik.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 24 Februari 2022

KEPAI-A BALAI BESAR
PETERNAKAN KUPANG,

t Y

SAI,INAN Keputusan ini disampaikan kepadaYth,:
1. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian;
2. Kepala Pusat Pel,atihan Pertanian.

G HARYANTO
o7071gg 1031001



Peraturan Menteri Pertanian Nomor 4/Permentan / O1.l4O/
112012 tentafLg Petunjuk Peldoman Pendidikan dan
Pelatihan Pertanian Aparatur dan Non ApaJatur;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan
Standar Pelayanan;

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
79IPerme]ftaJflOT.l OI12I2Ol2 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penetepan Standar Pelayanan Publik
Kementerian Pertanian;

Menteri Peftanian

8.

9.

11. Peraturan Nomor

Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KF]EMPAT

102/Permentan/OT.l4O /10 /2013 tentang Orgarfsasi dan
Tata Kerja Ba1ai Besar PeLatihan Petemakan Kupang.

12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 426lKpts/
KP.23O/M/6/2019 tentang Pemberhentian, Pemindahan
dall Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
di Lingkungan Kementeiian Pertaoian;

MEMUTUSKAN:

Standar Pelayana-n Publik pada Balai Besar Pelatihan
Peternakan Kupang sebagaimana tercantum dalam Lampiral
bagian tidak terlisal*an dari Keputusan ini.

Standar Pelayanan Publik pada Balai Besar Pelatihan
Peternatan Kupang meliputi ruang lingkup pelayanan:
a. Pelayalan Diklat;
b. Jasa Penggunaan Saiana dan Prasalana; dan
c. Ke{asama Diklat.
d. Pelayanan Informasi Publik
Standar PeLayanan PubLik pada Batrai Besar Pelatiharl
Peternal€n Kupang seperti terlampir dglam lampiran keputusan
ini waiib dilal<sanakan oleh penyelenggara/pelal<sana dan
sebagaj acuan dalam penilaian kineda pelayanan oleh
pimpinan, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam
penyelenggaraan pelayanan publik.

Keputusan ini muLai tterlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 24 Februai,2022

PETERNAXAN KUPANG,

HARYANTO
071991031001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepadaYth,:
1. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian;
2. Kepala Pusat PeLatihan Pertanian.

BAM



Lampir:an Keputusan Kepala Balai Besar Pelatihan Peternalan Kupang

Nomor : 4o/Kpts/OT.080/1.1A/02/2022
Tanggal :24Febrai2022

A. PDITDAIIULUAIT

Balai Besar Pelatihan Peternakao (BBPP) Kupang adalah Unit Pelaksana Teknis
{UPI) di bidang pelati}ran, berada di bawah dan berlanggung jawab kepada Badan
Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian
Pertanian, dan dibina oleh Kepala Pusat Pelatihall Pertanian.

BBPP Kupang mempunyai tugas melaksanakan pelatihan fungsional bagi
aparatur, pelatihan tekris dan profesi, mengembangkan model dan tekDik
pelatihan fungsional dan teknis di bidang peternal(an bagi aparatur dan
nonaparatur pertanian.

Sebagaimana diamanatlan Undang-Undang Nomor 25 Taiun 2009 tentang
Pelayanan Publik, bahwa setiap Penyelenggara pelayaran publik baik yang
memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak
langsung wajib menyusun, me4etapkan, dan menerapkan standar peLayanan
sebagai toLak ukur. dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing
masing.

Oleh karena itu, sebagai langkah tindal< lanjut dari peraturan Mente Perlanian
Nomor 78lPer-mentai/OT.14O /12/2012 maka BBPP Kupang mererbitkan
Stardar Pelayanan Publik.

B. STA.ITDAR PELAYANA

l. Jenls P6layanan . Pelalraasn DiLLt

NO. I(OMPONEN URAIAN

1. Dasar Hukum l. Undang-Undang Nomor l/l Tahun 2008
tentang Keterbukaan lnformasi Publik;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik;

3. Peraturan Pemeiintah Nomor 35 Tahun
2016 tentang Jenis dan Tarif Atas PNBP
Yang Berlaku Pada Kementerian Pertanian
(lrmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 171, Tambalan
kmbarall Negara Noor 5918;

4. Peraturan Menteri Pel1anian Nomor
49 /Peflnelltalr/ OT.14O/9/ 2011 tentang
Pedoman Pendidikan dan Pelatihan
Pedanian Aparatur dan Non Aparatur;

5. Peraturan Menter:i Keuangan tentang
Standar Biaya Umum (sesuai dengan tahun
vans berialanl .

2. Jam Pelayanan 1. Hari Senin - Kamis, jam 07-30 s.d. 16.00
\VTTA

2- Hari.Ium'at. iarn 07.30 16.30 WITA



NO. KOMPONEN T]RAIAN

3. Persyaratan 1. Calon peserta dalam keadaan sehat jasmani
maupun rohani;

2. Calon peserta diklat teknis aparatur dan
non aparatur belum pernah mengikuti
diklat yang sama;

3. Calon peserta diklat fungsional harus
memenuhi persyaratan yang dipersyaratlan
sesuai dengan jenis dan jerjang diklat
fungsional yang akan diikuti;

4. Setiap calon peserta diklat teknis dan
fungsional baik bagi aparatur maupun non-
aparatur harus mendapatkan rekomendasi
atau surat tugas dari badan/dinas/instansi
yang menangani penyuluhan di
kabuoaten / kota asal ca.lon Deserta.

4. Sistem, Mekanisme, da]l
Prosedur

Membuat surat penggilan peserta peLatihan
sesuai iformasi alokasi jumtrah peserta,
persyaiatat dan waktu pelal<sanaan
pelatihan.
Mengirimkan surat panggilan pesefia
pelatihan baik melalui pos, faximile, email
atau di website resmi.
Mererirna calon peserta pelatihan pada lI-1
dan/atau hari H dengan menunjukan
kelengkapan syarat administrasi
Memeriksa kelengkapan peserta pelatiha!
sesuai Irrsya-ratan yang ada. Untuk peserta
yang telah memenuhi percyaratan berhak
diterima di asrama dan untuk peserta yang
tidak memenuhi persyaratan atan
dipuiangkan dengan biaya sendiri;
Memberikan alat dan bahan keperluan
pelatilan kepada peserta sesuai dengan
anggaran yang tersedia;
Me1al<sanakan proses pembelajaran
pelatihan di ruang kelas dan di lapangan
sesuai dengan jadwal pelatihan dengan
menggunal<an modul. bahan aiar yang
sudah disusun oleh narasumber dan
pelatih/widyaiswara yang kompeten
dibidangnya;
Memberikan hak hak peserta berupa uang
saku, penggantian biaya perjatanan sesuai
dengan anggaran yang tersedia dan STTPP
bagi peserta Apa.ratur Pertanian atau
sertilikat bagi peserta Non Aparatur
Pertanian yang telah memenuhi persyaratall
kelulusan.

5. Jangka Waktu
Penyelesaian

Lamanya waktu penyelesaian diklat
disesuaikan jenis p€latihan yang dilal<sarrakan
dengan mengacu pada Peraturan Menteri
Perlanian Nomor 4g/Permentan I 0'1.14019/
2011 tentang Pedoman Pendidikan dan
Pelatihan Pertarlian Aparatur dan Non
Aparatur



NO. KOMPONEN URAIAN

6. Biaya/Tarif Biaya berasal da-ri Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA) BBPP Kupang pada tahun
anggaran berjalan. Besarnya biaya teigantung
pada jenis diklat lamanya diklat dan jumlah
peserta. Besarnya satual biaya setiap
komponen pembiayaan diklat telah disusun
berdasarkan Standar Biaya UEum (SBU)
Kementerian Keuanqan.

7. Produk Pelavanan Pelavarlan Diktrat
8. Sarana, Pmsa-rana,

dan/atau Fasilitas
Pelayana!

Aula :

1) Aula Utama , Kapasitas 100 - 200
2) Aula Besa. lBratunan\, kapasitas 100- 150

orang
3) Aula Sedang, kapasitas 80 1oo orang
Kelas :

1) (elas kapasitas 30 orarrg
Rumah Tamu {GaestHouse) :

1) Rumal Tamu Cendana, kapasitas 18 omng
2) Rumah Tamu Gaharu, kapasitas 5 orang
wisma :

l) Wisma Mdlrar, kapasitas 8 orang
2J Wis]i;3 anggrek, kapasitas 36 orang
3) Wisma Bo genrile kapasitas 30 orang
4) wisrna Meldti kapasitas 26 orang
Ruang Makan :

1) Ruang Maka.n A, kapasitas 100 orang
2) Ruang Ma.kan B, kapasitas 100 orang
Ruang PPID
Laboratorium :

1) Lab. Kesehatan Hewan
2) Lab. Pengolahan Hasil PetefiMl€n
3) Lab. Hijauan Pakan Temak
Instalasi Terrak :

1l Temak Sapi
2) Temak Kambing
3) Ternak Ayarn
4) Ternak Rusa
Screen House {tanaman hortikultura,
hrjauan pakan terrral<)
Fasilitas penunjang lainnya {saung meeting,
intenLet lLtspot, perpustakaan, masjid,
musholla, toko/kopelasi,outlate sarara
olahrasa)

6
7

9.

10.

9. Kompetensi dan Jumlah
Pelaksana

1. Pendidikan SD. SLTP, SLTA, D4lS1, S2
2. 11 (sebetas) orang Pejabat Manajerial
3. 19 (sembilan) orang Fungsional Terfentu
4. 25 (empat puluh) orang Fungsional Umum
5.34 (dua puluh sembilan) orang Tenaga

Harian kpas

10. Pensawasan Intemal SK Tim SPI
tt. Penanganan Pengaduan SK Tim Pengelola Pengaduan Masyaralat

1'2. Jamiflan Pelayanan 1. Penyediaan sarana dan prasarana yang
dibutuhkan

2. SDM vans berkompeten sesuaj tugasnva
13_ .Iaminan Keamaian dan Sa-rana dalr Prasarana yang memenuhi st'ndar



Keselamatan Pelavanan
14. Evaluasi Kinerja

Pelal<asalra
Indeks Kepuasan Masyarakat, IPNBK, dan
Penilaian Prestasi Keria Pesawai

2, .retrlr Polalranan ! .rasa P€nggunaart Sarana dan Prasararr

NO. KOMPONEN URAIAN

1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun
2016 tentang Jenis dan Tarif Atas PNBP
Yang Berlaku Pada Kernenterian Pertalian
(kmbararr Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomo! 171, Tambahan
Irmbaran Negara Noor 5918;

2 Jam Pel,ayanan 1. Hari Senin - Kamis, jam 07.30 s.d. 16.00
WITA

2- Hari.Ium'at- iem 07.30 - f 6.30 WITA
3. Persyaratan 1. Setiap penggunaan sarara dan prasarana

yang ada di Balai mempunyai tqiuan
mendukung pengembangan SDM Pertanian;

2. Setjap permohonan tenuls mengenai
penggunaan sarana dan prasarana yang ada
di Balai dapat dipenuhi sepanjang tidak
sedang dtunakan atau dipakai untuk
melaksaral<an Droqr€In dan kesiatan Balai.

4. Sistem, Mekanisme, dan
Prosedur

1. Menyampaikan usulan/pennohonan secara
tertulis kepada Kepala Balai;

2. Kepala Balai atau pejabat yang berwenang
memutuskan apal<ah usul,an/permohonan
dapat diterima ataupun ditoLak dengan
berbagai pertimbangan;

3. Menyampaikan balasan terhadap
usulan/permohonan seca.ra tertulis
mengenai diterima atau ditolaknya
usul,an/permoholtan.

Jangka Waktu
Penyelesaian

Lamanya waldu penyelesaian jasa
penSgunaan sarana dan prasarana
disesuaikan izin yang diberikan dengan
mengacu pada surat balasan tentang
usulan/permohonan penggunaan saranar dan
Drasafana.

6. Biaya/Tarif Biaya jasa penggunaan sarana dan prasarana
mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia No. 35 Tahun 2016 tentang Jenis
dan TariIAtas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang Berlaku Pada Kementerian
Peftanian dan biaya operasional yang
dikeluarkan atas penggunaan sarana dan
Drasarana tersebut

7. Produk Pelavanan Jasa Pensgunaan Sarana dan Prasarana



NO. KOMPONEN I]RAIAN

8. Saiana, Prasarana,
dan/ atau Fasilitas
Pelayanan

1.

B.

9.

Aula :

1) Aula Utama , Kapasitas 100 - 200
2) AuIa Besar (Brahman), kapasitas 100 -

150 orang
3) Aula Sedang, kapasitas 80 100 orang
Kelas :

1) Kelas kapasitas 30 orang
Rumah Tamu (Guest House) :

1) Rumah \^mD Cetuddna. kapasitas 18
orang

2) Rumah Tamu Caharu, kapasitas 5 orang
wisma :

l) Wisma Maual. kapasilas 8 orang
2) wisfia Anggrekkapasitas 36 orang
3) Wisfia Bougenuile kapasitas 30 orang
4) Wisma melafi kapasitas 28 orang
Ruang Makan :

1) Ruang Makan A, kapasitas 100 orang
2) Ruang Makan B, kapasitas 100 oraog
Ruang PPID
Laboratorium :

1) Lab. Kesehatan Hewan
2) Lab. Pengolahan Hasil Peternakan
3) l,ab. Hijauan Pakan Temal<
InstaLasi Temalr :

1) Ternak Sapi
2) Temak Kambing
3) Temak Ayaln
4) Ternak Rusa
Sreen House (tanaman hotikuLtura, hijauan
pakan ternak)
Fasil.itas penunjang lainnya {saung meeting,
interlEt hatspot, perpustakaan, masjid,
musholla, toko/koperasi,outlate sarana
olahrasa)

6.
7.

10.

g- Kompeteasi dan Jumlah
Pelaksana

Pendidikan sD. SLTP, SLTA, D4lS1, 52
4 (empat) orang Pejabat Manqjerial
14 (sepuluh) orang Fungsional Umum
19 Tenasa harian Irpas

1

2
3
4

10. Peflsawasan lnternal SK Tim SPI
11. Penanganan Pengaduan SK Tirn Pengelola Pengaduan Masyarakat

12. .Iamftran Pelavanan 1. Penyediaan sa-rana dan piasarana yarg
dibutuhkan

2. SDM vane berkompeten sesuai tugasrrya

13. Jaminan Keamanan dan
Keselamatan Pelavanan

Sarana dan Prasarana ya-ng memenuhi standar

14. Evaluasi Kinerja
PelAkrsana

Indeks Kepuasan Masyarakat, Indeks
Penerapan Nilai Budaya Keda, dan Penilaian
Prestasi Keria Pesa$ai



3. Jeais Pelaya-naa I XerjasalDa Dluet

NO. KOMPONEN URAIAN
1- Dasar Hukum

4.

5.

2.

3.

1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
49/Perldlenlolll OT.|4O/91 201 I tentang
Pedoman Pendidikan dan Pelatihan
Pertanian Aparatur dan Non Aparatur;
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun
2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jeflis
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
tserlaku Pada Kementerian Pertanian;
Peraturan Menteri Pertanian Nomor
4/Permentan/OT.140/10/2012 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Keiasama
Pendidikan dan Pelatihan Pertardan Dalam
Negeri dan Luar Negeri;
Peraturan Menteri Peftanian Republik
Republik Indonesia Nomor
120/Permentan/OT. 140/ 11/2013 tentang
Pedoman Pengelolaan Kerjasama DaLam
Negeri di Bidang Penyuluhan dan
Pengembangan Sueber Daya Manusia
Pertanian.;
Peraturan Menteri Keuangan tentang
Standar Biaya Umum (sesuai dengan tahun
yans berialanl.

2. Jam PeLayanao 1. Hari Senin - Kamis, jam 07.30 s.d. 16.00
WtTA

2. Hari Jum'at. iam 07.30 - 16.30 WITA
Persyaratan 1. Segala bentuk kerjasama pelatihan

bertujuan mendukung pengembangan SDM
Pertanian;

2. Setiap permohonan keiasama pel,atihan
yang disampaikan secara tertulis, dapat
dipefluhi s€panjang memenuhi persyaratan
yang berlaku dan tidak sedang digunakan
atau sedang bertugas melaksanakan
Drosram dan kesiatan Balai.

4. Sistem, Mekanisme, dan
Prosedur

1. Menyampaikan usulan kedasama dan calon
mitra kerjasama secara tertulis kepada
Kepala Balai;

2- Kepala Balai atau pejabat yang berwenang
memutuskan apa.kah usulan kerjasama
dapat diterima, perlu perbaikan ataupun
ditol,ak dengan berbagai pertiftbangan;

3.Menyampaikan dan me4gkoordinasikan
keputusan kesediaan r.mtuk melal<sanakan
kedasamaj

4. Penetapan Naskai Perjanjian Kerjasama;
5. Pengorganisasian; dan
6. Pelaksanaan.

5. Jangka waktx
Penyelesaian

Iamanya waktu penyelesaian kerjasama diklat
disesuaikan dengan lamanya dik-lat yang
dikerjasamakan dengan mengacu peraturarn
perundang-undangan yang berlaku dan
tertuans dal,am Naskah Perianiian Keriasama.

6. Biaya/TariI Biaya beiasal daii mitra kerlasama diklat dan
besamya biaya kerjasama diklat tergantung
pada jenis diklat, Lamanya diklat darl jumtah
peserta. Besamya satuan biaya setiap
komDonen Dembiavaan disusun berdasarkan



Standar Biaya Umum (SBU) yang dikeluarkan
oleh Kementerian Keuangan Republik
Indonesia yang disesuaikan dengan
ketersediaan anggaran yang dimiliki calon
mifra keriasama.

7. Produk Peliayanan Penyelenggaraan Pelatihan {Diklat)
Pendayagunaa:r ketenagaan (SDM)
Pemanfaatan teknoloqi dan informasi

1

2
3

8. Sarana, Prasarana,
dan/ atau Fasilitas
Peljayanan

1. Aula
2. Rumah Tamu (Guest House)
3. wisma/Asrama
4. Ruang PPID
5. Laboratorium
6. Instalasi Pral<tek Pelatihan
7. Audio Visual
8. Fasilitas penunjarlg lainnya {saung meeting,

intemet hntspot, peipustakaa!, masjid,
mushoua, toko, sarana olahraga)

9. Kompetensi dan Jumlah
Pelia.ksana

t. Pendidikan SD, SLTP, SLTA, D4lS1, 52
2. 11 (sebelas) orang Pejabat Stmktural
3. 9 (sembitarl) orang Fungsional Tertentu
4. 41 (empat puluh) orang Fungsional Umum
5. 29 (dua puluh sembilan) orang Tenaga Haria

Lepas
10. Pensawasan Inte.nal SK Tirn SPI
It. Penarganan Pengaduan SK Tirn Pengelola Pengaduan Masyara-kat

Jaminan PeLaya-nan SDM yang berkompeten sesuai bidangnya
Penyediaao saiarla dan prasarana yang
memadai

1.

2.

13. Jaminao Keamanan dan
Keseliamatan PelaYanan

SDM vang kompeten dibidangnya dan Sarana-
Prasa-rana yang memenuhi standar

L4. Evaluasi Kirlel]a
Pelakasana

Indeks KepuasaD Masyarakat, Indeks
Penerapan Nilai Budaya Ke1ja, dan Penilaian
Prestasi Keria Pesawai

4. Jenk Pelayanaa: Irformasi Publik

NO. KOMPONEN URAIAN

1. Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Inlorraasi Publik;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
telltang Pelayanan Publik;
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun
2010 tentang Pelal<sanaan Undang Undang
Inforrnasi Publik
Peraturan Menteri Nomor25 tahun 2016
tentang Perubahan Permenntan Nomor 32
tahun 2011 tentang Pengelolaan dan
Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan
Kemenlerian Pertanian.
Keputusar Menteri Pertanian Nomor 518
tahun 2019 tentang Penunjukan PPID
Utama da]] PPID Pel,aksana dilingkup
Kemeterian Pertanian
Peraturan Komisi lnformasi Nomor 1 Tahun
2010 tentang Standar l,ayanan Inforrnasi
Publik
Peratxran Komisi Informasi Nomor 1 Talun



2017 tent?ng Pengklasifikasian Informasi
Publik

2. Jam Pelayanan 3. Ha-ri Senin Kamis, janl 07.30 s.d. 16.00
WITA

4. Hari Jum'at, ialal 07.30 - 16.30 WITA
3. Persyaratan 1. Pemohon Informasi secara pribadi

membawa tdentitas Diri/KTP dan Megisi
Form Permohonan IA.

2. Pemohon badan Publik wajib membawa
Surat tugas, KTP diri dan utu
Perusaiaan/LsM wajib membawa akta
oendirian dan mensisi Form IB

4. Sistem, Mekanisme, dan
Prosedur

Pemohon Infomasi Publil< mengajukan
permintaan irrformasi kepada Pejabat
Pengelola InJormasi dan Dokumentasi
{PPID), baik langsung secara lisan, melalui
surat atau surat elektonik lemail), darl
juga permintaan dapat dilakukan melalui
telepon;
Pemohon infor_masi harus menuUskan jenis
i'Ifolraasi yang diinginkan pada form yang
tersedia yaitu Fol'm 1A untuk perorangan
atau Form 18 untuk badan hukum/badan
pubLik/ kelompok.
Pengelola PPID mencatat semua informasi
yang di sebutkan oleh pemohon.
Pemohon iDJormasi ha.rus meminta tanda
but ti kepada PPID bahwa teLah melakukan
permintaan informasi, serta nomot
pendaftaran.
Dalam waktu 10 (sepuluh) had kelja
Pejabat PPID harus memberikan jawaban
tertulis atas permintaan informasi yang di
butuhkan. PPID dapat meminta
perpanjangan wakjtu 7 {tujuh) hari keia
untuk memenuhi permintaan irforaasi
disertai alasan perparjangan.
Setela-h waktx yang ditentukan pemohon
menerima trfonnasi.
ika pemohon merasa tidak puas dengan
infonnasi yang diberikall maka dapat
mensaiukan keberatan informasi.

5. Jangka wattu
Penyelesaian

I-aEanya waktu mengikuti waktu yang sudah
di tetapkan UU no 14 tahun 2008 tentang
Ioformasi publik. 5. Dalam waktu 10
(sepuluh) hari kerja Pejabat PPID harus
memberikan jawaban tertulis atas pem ltaan
informasi yang di butuhkan. PPID dapat
meminta perparjangan wakjtu 7 (tujuh) hari
keda untuk memenuhi permintaan informasi
disertai alasan Derpaniangan

6. Biava/Tarif GrAtis
7. Produk Pelayanan Data / dokumen dan Infoimasi
8. Sarana, Prasarana,

dan/atau Fasilitas
Pelayanan

1. Counter desk
2. Computer dan Printer
3. Ruang Tunggu
4. Wfi
5. Dokumen
6. Aplikasi portal PPID

9. Kompetensi dan Jumlah Pendidikan SI darr 32



Pelal<sana
2
3

1 2 (dua) orang Pejabat Manajerial
4 (empat) Fngsional Umum
8 {delapan}Tenaga Hariart I-epas

10. Penqawasan lnternal sK Tim SPI
11. Penanganan Pengaduan SK Tim PengeloLa Pengaduan Masyarakat

12. Jaminan Pelayanan SDM yang berkompeten sesuai bidangnya
Penyediaan data dan dokumen serta
inlor'raasi vans memadai

1.
2.

13. JaEinan Keamanan dan
Kesela-matan Petrayanan

SDM yang kompeten dibidangnya dan Sarana-
PrAsarsna vang memenuhi standar

14. Evaluasi Kinerja
Pelakasana

lndeks Kepuasan Masyal:alat, lndeks
Penerapan Nilai Budaya Kerja, dan Penilaian
Prestasi Keria Pesawai

BALAI BESAR
PETERNAKAN KUPANG,

G HARYANTO
NIP. 1 307071991031001



Pelal<sana 1. 2 (dua) orang Pe.iabat Manajerial
2. 4 (empat) Fngsional Umum
3.8 (delapan)Tenaga Harian l,epas

10. Pensawasair Intemal SK Tim SPI
11. Penangalan Pengaduan SK Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat

12. Jaminan Pelayanan SDM yarlg berkompeten sesuai bidangnya
Penyediaan data dan dokumen serta
inlormasi yang memadai

1.
2_

13. Jaminan Keamanan dan
Keselamatan Pelavanan

sDM yang kompeten dibidangnya daIr Sarana-
Prasarana varg meBenuhi standa.r

l+, Evaluasi Kinerja
Pelal<asana

Indeks Kepuasan Masyarakat, lndeks
Penerapan Nilai Budaya Kerja, dan Penilaian
Prestasi Keria Pesawai

KEP
PEl-{T

BAIAI BESAR
PETERNAXAN KUPANC,

NrP- 196307071991031001


